V.PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 memuat ketentuan bahwa prosedur pengajuan gugatan tentang
nafkah iddah dan mut’ah dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan
cerai talak ataupun sesudah ikrar talak. Gugatan nafkah Isteri pada perkara
cerai talak Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor
332/Pdt.G/2009/PA.Mt. diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai
talak melalui prosedur gugatan rekonpensi dengan syarat pengajuan harus
diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Termohon Konpensi dan
diajukan sebelum tahap pembuktian dilakukan oleh Majelis Hakim.

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang sanksi terhadap
pelanggaran hak nafkah iddah, mut’ah, nafkah terhutang bagi Isteri yang
ditalak. Agar hak-hak Isteri tersebut dapat dilindungi, terhadap perkara cerai
talak Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor
332/Pdt.G/2009/PA.Mt. Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro telah

melakukan berbagai upaya yang mencangkup upaya sebelum jatuhnya putusan
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hakim dan upaya sebelum ikrar talak. Upaya sebelum jatuhnya putusan hakim
dilakukan dengan cara menanyakan kepada para pihak yang berperkara
mengenai nafkah iddah dan mut’ah, Menanyakan kepada saksi sebagai
pertimbangan hakim, membebankan jumlah nafkah Isteri sesuai dengan
kemampuan dan kepatutan Suami, dalam putusan hakim dengan amar dalam
bentuk penetapan yang salah satu amarnya yaitu membebankan kepada
Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon.
Upaya sebelum ikrar talak Suami di depan sidang Pengadilan dilakukan
dengan cara pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dilakukan di depan
persidangan, dan menunda sidang pengucapan ikrar talak jika Suami
(Pemohon) menunda membayar nafkah iddah dan mut’ah.

. Upaya tersebut belum dapat berjalan lancar karena terdapat berbagai hambatan
diantaranya Isteri atau kuasanya tidak hadir pada sidang ikrar talak, tidak ada
perdamaian diantara para pihak yang berperkara, dalam pembuktian yang
tidak dapat menghadirkan alat bukti sekaligus, dan keterangan para pihak yang

berbelit-belit, baik oleh pihak yang berperkara maupun saksi.



